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Menimbang:

- Bahwa guna menunjang kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara pada

Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Agama Jember, maka dipandang perlu

menyesuaikan besamya panjar biaya perkara dan biaya proses pada Pengadilan tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Jember Kelas lA Nomor: W.14.U-3/849tHK:fr2/5,€lK2021 dan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Jember Nomor : W13-A4/321TMR.OO.815,, IK?2O21 Tentang Panjar

Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jember lan Pengadilan Agama Jember perlu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya ditetapkan kembali besaran Panjar

Biaya Perkara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2009.

2. Herzien lnlandsch Reglemen (HlR), Staatsblad 1941 Nomor: 44 pasal 121 ayat 14. pasal 122

dan pasal 182.

3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Terrtang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua undang-Unang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Undang-undang Nomor: 7 Tahun Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah beherapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 5O Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua undang-Unang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara;

1. Undang-undang Nonror 15 Tahun 2004 Tentang Pgmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nornor 57/KMN$K1I1V2019 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara Dan Perqelotaannya Pada Mahkamah Agung Rt dan Badan Peradilan.

yang bBrada dibawahnya; 'v

9. Peraturan Pemerintah R, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung Rl dan Badan

Peradilan Yang berasa di bawahnya


































